BAB |
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan
pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia
tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi
perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis
moral.! Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan
terhadap dampak fenomena ini. Meningkatnya angka pengangguran memberikan
pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan
tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak
mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena dengan tingginya
tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup,
sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang
berlaku.

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari
berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, kita dapat
menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-
beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan,
bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan

kejahatan. Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang semakin banyak

! Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 45.
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dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan
inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya.

Pada era globalisasi sekarang ini perkembangan ilmu dan teknologi
semakin pesat, hal tersebut menimbulkan dampak positif dan dampak negatif bagi
masyarakat, dampak positif dari perkembangan ilmu dan teknologi tersebut adalah
dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ada,
sedangkan dampak negatif dari hal ini terlihat dengan semakin tajamnya
perbedaan status sosial yang ada di masyarakat. Perkembangan ilmu dan teknologi
yang ada dimasyarakat tersebut sebenarnya dapat diminimalisir dengan menyaring
ilmu dan teknologi yang dapat berdampak positif bagi kehidupan masyarakat
sendiri.

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga dapat membantu pelaku
kejahatan dalam melakukan kejahatannya. Dengan kecanggihan teknologi tersebut
penjahat dapat melakukan kejahatannya dengan rapi dan lebih terorganisir
sehingga dapat menyulitkan kepolisian dalam mengungkapkan modus kejahatan
yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai
perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si
pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai,
maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia
yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang

belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun
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misalnya semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi
berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.?

Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat
diantara para sarjana. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara juridis
dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian
kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-
undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan
adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga
sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman
dan ketertiban.®

J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial
yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam
masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara
harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.”

Edwin H. Sutherland dalam bukunya Principles of Criminology
menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantungan dan saling
mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila
memuat semua tujuh unsur tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah :°

a. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.

b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan
dengan jelas dalam hukum pidana

c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang

disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
d. Harus ada maksud jahat (mens rea).

2 Syahruddin Husein, “Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya”,
FH USU, Medan, 2003, Hal. 1.

®R. Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-
Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, Politeia , Bogor, 1994, Hal. 82.

* Syahruddin Husein, Op Cit, Hal. 2.

® Edwin H. Sutherland, “Asas-Asas Kriminologi”’, Alumni, Bandung, 1969, Hal. 62.
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e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan
kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan.

f. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang undang-
undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.

g. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang
pada umumnya dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi. Pelaku tidak
memandang dirinya sebagai penjahat dan memberikan pembenaran bahwa
kelakuannya merupakan bagian dari pekerjaan sehari-hari.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan
perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan
pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini
merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur
kehidupan bermasyarakat. Hukum pidana seringkali digunakan untuk
menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan,
masalah tindak kejahatan tersebut salah satunya perjudian.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan
proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik,
ekonomi, keamanan dan budaya selain membawa dampak positif, juga telah
membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai
macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, contohnya
yaitu adanya praktek perjudian. Perjudian adalah suatu bentuk patologi sosial
yang menjadi ancaman yang nyata atau potensial terhadap norma-norma sosial
sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian

perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek

materil-spiritual. Oleh karena itu perjudian harus ditanggulangi dengan cara yang
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rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan
kebijakan penegakan hukum pidana.

Sejarah perjudian sama halnya dengan patologi sosial lainnya seperti
pelacuran yang telah ada dan muncul berabad-abad yang lalu, sejalan dengan
sejarah perkembangan manusia itu sendiri. Perjudian di Indonesia punya latar
belakang sejarah panjang, setidak-tidaknya sudah ada sejak zaman penjajahan
Belanda. Pada umumnya, dulu perjudian selalu terkait dengan dunia malam dan
hiburan. Di bawah kekuasaan Belanda di Indonesia, judi berlangsung di tingkat
karesidenen (setara kabupaten) dengan sebuah ordonansi yang dikeluarkan residen
setempat.

Walau dikatakan keberadaan perjudian sama dengan sejarah
perkembangan manusia itu sendiri, tidak berarti kita melegitimasikan bahwa
perbuatan itu harus dilakukan dan tetap dilegalkan, karena sejatinya perjudian itu
merupakan kejahatan sekaligus perbuatan yang melanggar norma agama, moral,
maupun hukum dan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang dapat merugikan
kepentingan umum. Antisipasi atas kejahatan dan pelanggaran tersebut
diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif dan
tepat melalui penegakan hukum (law enforcement).

Hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya
dalam penanggulangan kejahatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat
dan satu bentuk patologi sosial seperti kasus perjudian.® Penegakan hukum pidana
untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus

dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang

® Kartini Kartono, “Patologi Sosial, Cet. 1, Jilid I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,
Hal. 57.
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nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan
individual maupun ketegangan-ketegangan sosial.’

Perjudian termasuk dalam kejahatan konvensional dan kejahatan
terorganisasi. Dalam kejahatan konvensional, penjudi melakukan kejahatan untuk
menambah penghasilan dan tujuan-tujuan ekonomi, sedangkan dalam kejahatan
terorganisasi, penjudi melakukan tindak kejahatan perjudian secara terorganisasi
yang melibatkan banyak pihak.

Judi bukan masalah baru di Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru,
untuk mengatasi masalah ini, lahir Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang
Penertiban Perjudian. Undang-undang ini jelas menyatakan bahwa ancaman
hukuman dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk perjudian
tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat. Bahkan, Pasal pelanggaran judi
dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari 1 (satu) bulan menjadi 4
(empat) tahun (Pasal 542 ayat 1), serta dari tiga bulan menjadi enam tahun (Pasal
542 ayat 2).

Pada kasus perjudian, walaupun ancaman hukuman diperberat dan jenis
delik diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), tapi masalah masyarakat ini
tidak tertanggulangi. Ada beberapa wacana untuk mengatasi, antara lain
melokalisasi judi (biasanya selalu menyebut contoh Malaysia dengan Genting
Highland-nya), sebagian yang lain dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) di
masing-masing daerah. Ada juga keluhan bahwa penegak hukum kurang antusias
memberantas judi di beberapa daerah. Hal itu biasanya dibumbui kecurigaan

adanya kepentingan dari bisnis judi yang menguntungkan. Sebagian menyebut

” Saparinah Sadli, Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana,
Cet. II””, Alumni, Bandung, 1998, Hal. 148.
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bahwa penegak hukum tidak bisa bertindak jika permainan judi itu mendapatkan
izin dari pemerintah daerah.

Tindak pidana perjudian adalah tanpa mendapat izin dengan sengaja
menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan
menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu
perusahaan untuk itu, dan atau dengan sengaja menawarkan atau memberi
kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut
serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan
kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.®

Perjudian dalam proses sejarah dari generasi ternyata tidak mudah untuk
diberantas. Meskipun kenyataan juga menunjukkan bahwa hasil perjudian yang
diperoleh oleh pemerintah dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan,
sebagai contoh, di DKI Jakarta semasa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin yang
melegalkan perjudian dan prostitusi. Namun, terlepas dari itu ekses negatif dari
perjudian lebih besar dari pada ekses positif. Oleh karena itu pemerintah dan
aparat hukum terkait harus mengambil tindakan tegas agar masyarakat menjauhi
dan akhirnya berhenti melakukan perjudian.®

Penegakan hukum pidana di Indonesia dalam penanggulangan perjudian
mengalami dinamika yang cukup menarik. Karena perjudian seringkali sudah
dianggap sebagai hal yang wajar dan sah (legal), namun di sisi lain kegiatan
tersebut sangat dirasakan berdampak negatif dan sangat mengancam ketertiban

sosial masyarakat.

® pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
% Media Hukum, “hukumonline.com”, Diakses tanggal 20 Oktober 2015
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Pada dasarnya perjudian itu adalah suatu bentuk permainan dengan
menggunakan taruhan yang bersifat untung-untungan, untuk mendapatkan
kemenangan diperlukan pula keahlian bermain. Pemain yang kalah taruhan akan
memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan
ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Hakekatnya perjudian merupakan masalah sosial yang buruk.
Kemenangan yang dihasilkan dari perjudian tidak akan bertahan lama justru akan
berakibat pada rusaknya karakter individu pelaku perjudian sekaligus dapat
berdampak pada kehidupan sosial ekonominya. Ekses lebih lanjut antara lain
sebagai berikut: '

a. Mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang kantor/dinas dan
melakukan tindak pidana korupsi;

b. Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya didera oleh nafsu
judi dan kerakusan ingin menang dalam waktu pendek;

c. Badan menjadi lesu dan sakit-sakitan, karena kurang tidur, serta selalu
dalam keadaan tegang, tidak imbang;

d. Pikiran menjadi kacau, sebab selalu digoda oleh harapan-harapan menentu;

e. Pekerjaan jadi terlantar, karena segenap minatnya tercurah pada keasyikan
berjudi;

f. Anak, isteri dan rumah tangga tidak lagi diperhatikan;

Hatinya jadi sangat rapuh, mudah tersinggung dan cepat marah, bahkan
sering eksplosif meledak-ledak secara membabi buta;

h. Mentalnya terganggu dan menjadi sakit, sedang kepribadiannya menjadi
sangat labil,

I. Orang lalu terdorong melakukan perbuatan kriminal, guna mencari modal
untuk pemuas nafsu judinya yang tidak terkendalikan. Orang mulai berani
mencuri, berbohong, menipu, mencopet, menjambret, menodong,
merampok, menggelapkan, memperkosa, dan membunuh untuk
mendapatkan tambahan modal untuk berjudi. Akibatnya, angka
kriminalitas naik dengan drastis dan keamanan Kota serta daerah-daerah
pinggiran jadi sangat rawan dan tidak aman;

j. Ekonomi rakyat mengalami kegoncangan-kegoncangan, karena orang
bersikap spekulatif dan untung-untungan, serta kurang serius dalam usaha
kerjanya;

k. Diseret oleh nafsu judi yang berlarut, kuranglah iman kepada Tuhan,
sehingga mudah tergoda tindak asusila;

10 Kartini Kartono Op Cit Hal. 83-84.
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Padahal, Kapolda Sumatera Utara dengan tegas menolak dan
menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk memberantas segala bentuk
aksi perjudian yang terjadi di daerah. Sama seperti judi togel, judi ketangkasan itu
sesuai hukum tidak diperbolehkan.”**Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang
Penertiban Perjudian tidak ada dijelaskan secara rinci defenisi dari perjudian,
hanya menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV tentang kejahatan terhadap
perjudian Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang dimaksud dengan permainan judi adalah
tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya
bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau
lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan
tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara
mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan
lainnya. Permainan judi sebelum adanya larangan yaitu sejak keluarnya Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, faktor ijin menentukan
permainan judi itu sebagai suatu kejahatan atau tidak. Apabila perjudian itu
dilakukan dengan memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang maka permainan
judi itu tidak dikatakan sebagai kejahatan tetapi apabila perjudian itu dilakukan
tanpa ijin maka dianggap sebagai kejahatan dan merupakan pelanggaran hukum.

Melihat beratnya ancaman hukuman yang tertuang dalam Peraturan
perundang-undangan ternyata belum mampu memberantas praktik peruntungan

nasib ini. Seiring dengan peradaban manusia perjudian tetap berkembang dan saat

1 http://harianandalas.com/kanal-sumatera-utara/tangkap-pengusaha-judi-ketangkasan-
di-aido-mini-plaza-, Diakses 20 Oktober 2015
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ini dapat digolongkan sebagai kejahatan terorganisasi dan sangat sulit untuk
diberantas. Masyarakat modern banyak yang menganggap perjudian sebagai suatu
rekreasi yang netral dan tidak mengandung unsur dosa, semakin mengembangkan
macam-macam permainan yang disertai perjudian, dan menjadikan permainan tadi
menjadikan aktivitas khusus yang bisa memberikan kegairahan, kesenangan dan
harapan untuk menang.

Suatu peraturan hukum sendiri harus selalu didukung oleh mekanisme
yang baik, kuat dan dimotori oleh aparat-aparat penegaknya. Salah satu aparat
penegak hukum tersebut adalah Kepolisian sebagai garda terdepan. Berdasarkan
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, polisi memiliki peran dan fungsi dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas
pokok tersebut, salah satu wewenang Kepolisian adalah mencegah dan
menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat yaitu yang salah satunya dapat
dimaknai adalah perjudian.

Polri sebagai salah satu pilar pertahanan negara pada dasarnya mempunyai
tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam Undang-
Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 itu bukan sesuatu yang baru, melainkan
sudah pernah diatur dalam produk hukum sebelumnya yang sudah tidak berlaku
lagi, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997. Tugas POLRI yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 adalah
sebagai berikut:

1. Tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara
lain: Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli

10
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terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban
dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta
ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan. *?

2. Tugas Polri sebagai penegak hukum antara lain : Turut serta dalam
pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin
keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan
teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan
bentuk-bentuk keamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan
penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara
pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya menyelenggarakan
identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan
psikologi kepolisian untuk kepentingan untuk kepentingan tugas
kepolisian.*®

3. Tugas Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain :
Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara
sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya
dalam lingkup tugas kepolisian.*

Pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan
moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau
dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan
moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak judi adalah
merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut
sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan agar perjudian tidak
meresahkan masyarakat. Dalam penanganan masalah perjudian tersebut tentunya

ada kebijakan dan peran yang dilakukan oleh Kepolisian Polsek Talun Kenas serta

2 pasal 14 ayat 1 huruf a, b dan ¢ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian

3 pasal 14 ayat 1 huruf d, e, f, g dan h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian

Y pasal 14 ayat 1 huruf I, j dan k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian

11
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tidak terlepas dengan hambatan yang ditemui Kepolisian dalam penegakan hukum
tersebut. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis dan menyusun
penelitian skripsi yang berjudul: *“Peranan Penyidik Kepolisian Dalam

Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Polsek Talun Kenas).”

1.2. ldentifikasi Masalah
1. Peranan kepolisian dalam memberantas tindak pidana perjudian.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian.
3. Hambatan penyidik kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana
perjudian.
4. Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian oleh pihak kepolisian.

5. Sanksi dan hukuman bagi pelaku tindak pidana perjudian.

1.3. Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan
tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis
memfokuskan kepada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi
mengenai :
1. Hambatan penyidik kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana
perjudian.

2. Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian oleh pihak kepolisian.
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1.4. Perumusan Masalah
Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimana hambatan penyidik kepolisian dalam pemberantasan tindak
pidana perjudian ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana perjudian oleh pihak

kepolisian ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Hambatan penyidik kepolisian dalam pemberantasan
tindak pidana perjudian.
2. Untuk mengetahui Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Oleh
Pihak Kepolisian.
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini
antara lain :
1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk
melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan
sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan
khususnya mengenai tindak pidana perjudian.
2. Secara praktis
a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat
agar lebih berhati-hati agar tidak terjerumus untuk melakukan tindak

pidana perjudian yang sifatnya hanya untung-untungan sementara.
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b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan
akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan
dalam hal ini dikaitkan dengan peranan penyidik kepolisian dan tindak

pidana perjudian.
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